
 
 

 
 

  
 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR 10 TAHUN  2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA DEPOK, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok 

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3828); 
  3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3851) sebagaimana beberapa kali di ubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19                    

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6409);  
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti              
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti              
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan                
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentag Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6847); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

 
 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6909); 

  25. Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46          
Tahun 2025 tentang  Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
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  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19             
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia    
Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11             

Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62             

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36             

Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik       
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018     

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78                       

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777);  

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90             
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77              
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781);  
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15             

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah                                         
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 
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  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan           

Wakil Wali Kota (Lembaran Daerah Kota Depok      
Tahun 2005 Nomor 10); 

  34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 

Nomor 68); 
  35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah                    
Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah   

Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6); 
  36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017           

Nomor 13); 
  37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Depok Tahun Nomor 3); 

  38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                   
Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air 

Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 9) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah  
Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Perseroan 

Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 46); 

  39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan 

Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok 
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Depok            

Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Depok Nomor 12); 

  40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2024 Nomor 12); 
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  41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah                     
Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 

WALI KOTA DEPOK 
   

  MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

   
  Pasal 1 

  (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah                                                  
Tahun             Anggaran 2024 berupa laporan keuangan 

memuat: 
  a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasional 
d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 
f. laporan arus kas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

  (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan 

badan usaha milik daerah/perusahaan  daerah. 
   
  Pasal 2 

  Laporan realisasi anggaran sebagaimaan dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2024 

adalah sebagai berikut: 
  a. pendapatan Rp4.208.877.888.140,77 
  b. belanja Rp4.152.443.276.595,50 

  surplus Rp56.434.611.545,27 
  c. pembiayaan  
  1. penerimaan Rp282.321.118.330,10 

  2. pengeluaran Rp114.351.695.096,00 
  3. pembiayaan bersih Rp167.969.423.234,10 

   
  Pasal 3 
  Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 
  a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah 

sebagai berikut: 
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan 
   Rp4.252.857.186.490,00 

  2. realisasi Rp4.208.877.888.140,77 
  selisih kurang Rp43.979.298.349,23 
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  b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah 
sebagai berikut: 

  1. anggaran belanja setelah perubahan 
   Rp4.420.826.609.724,10 
  2. realisasi Rp4.152.443.276.595,50 

    selisih kurang Rp268.383.333.128,60 
  c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit), 

adalah sebagai berikut: 

  1. anggaran defisit setelah perubahan 
   (Rp167.969.423.234,10) 

  2. realisasi Rp56.434.611.545,27 
  selisih kurang Rp224.404.034.779,37 
  d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan adalah sebagai berikut: 
  1. anggaran     penerimaan     pembiayaan     setelah 
  perubahan Rp282.321.118.330,10 

  2. realisasi Rp282.321.118.330,10 
  selisih lebih Rp0 

  e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
pembiayaan adalah sebagai berikut: 

  1. anggaran     pengeluaran     pembiayaan     setelah 

  perubahan Rp114.351.695.096,00 
  2. realisasi Rp114.351.695.096,00 

  selisih lebih Rp0 
  f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

adalah sebagai berikut: 

  1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 
   Rp167.969.423.234,10 
  2. realisasi Rp167.969.423.234,10 

  selisih lebih Rp0 
    

  Pasal 4 
  Laporan perubahan saldo anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per                            

31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 
  a. saldo anggaran lebih awal 

   Rp282.321.118.330,10 
  b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 

   (Rp282.321.118.330,10) 
  c. sisa lebih pembiayaan anggaran 
   Rp224.404.034.779,37 

  d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya 
   Rp0 

  e. saldo anggaran lebih akhir 
   Rp224.404.034.779,37 
   

  Pasal 5 
  Laporan Operasional Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun Anggaran 2024 
adalah sebagai berikut: 

  a. pendapatan operasional Rp6.185.213.130.024,79 

  b. beban Rp3.923.624.010.154,74 
  surplus dari operasional   Rp2.261.589.119.870,05 
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  c. surplus dari kegiatan non operasional 
   Rp10.746.168.095.00 

  d. pos luar biasa Rp18.669.077.712,00 
  surplus LO Rp2.253.666.210.253,05 
    

  Pasal 6 
  Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 
  a. ekuitas awal Rp21.164.871.953.819,80 

  b. surplus/defisit-LO Rp2.253.666.210.253,05 
  sub total Rp23.418.538.164.072,90 
  c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan 

mendasar  
  sub total                   Rp212.722.064.093,47 
  d. jumlah ekuitas akhir                             Rp23.631.260.228.166,40 

    
  Pasal 7 

  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf e per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai 
berikut: 

  a. jumlah aset Rp23.662.446.061.916,40 
  b. jumlah kewajiban Rp31.185.833.750,00 

  c. jumlah ekuitas Rp23.631.260.228.166,40 
    
  Pasal 8 

  Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

  a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2024 
   Rp282.321.118.330,10 

  b. arus kas bersih dari aktivitas operasi 
   Rp1.047.962.091.985,27 
  c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non 

keuangan 
   (Rp1.105.879.175.536,00) 

  d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 
   Rp0 
  e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris 

   Rp0 
  f. arus kas bersih dari aktivitas transitoris 
   Rp224.404.034.779,37 

    
  Pasal 9 

  Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 

laporan keuangan. 
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  Pasal 10 
  Uraian lebih lanjut atas pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, yang terdiri atas: 
  a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri atas: 

  1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut 
urusan pemerintahan daerah 

dan Organisasi; 
  2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang 

diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis 
pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

  3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 
sub kegiatan, kelompok, dan 
jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi dan realisasi 

belanja menurut urusan 
pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan; 
  b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran lebih; 

  c. Lampiran III : Laporan Operasional; 
  d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

  e. Lampiran V : Neraca; 
  f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 
  g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan 

Keuangan; 
  h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang 

Daerah; 
  i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang Tidak tertagih; 

  j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana 
Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir; 

  k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal 
(Investasi) Daerah; 

  l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

  m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
  n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi 

Dalam Pekerjaan; 
  o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset 

Lainnya; 

  p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan 
Daerah; 
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  q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka 
Pendek; 

  r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka 
Panjang; 

  s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang 

belum diselesaikan sampai 
akhir tahun anggaran 2024 
dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

  t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan 
Badan usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah 

terdiri atas: 
  1. Lampiran 

XX.1 
: Ikhtisar laporan keuangan 

(neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 
dan 

  2. Lampiran 
XX.2 

: Ikhtisar laporan keuangan 
(laporan laba/rugi) Badan 
Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 
   

  Pasal 11 
 
 

 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota. 
   
  Pasal 12 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. 
 

      Ditetapkan di Depok 
             pada tanggal 22 September 2025 
 

       WALI KOTA DEPOK, 
 

                                               ttd. 

  
            SUPIAN SURI 

Diundangkan di Depok 
Pada tanggal 22 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 
 

                  ttd. 
   
MANGNGULUANG MANSUR 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 10 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 10/176/2025 


